
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.461, 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN. Subsidi. Bahan 
Bakar. Perubahan.  

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 195 /PMK.02/2009  

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

03/PMK.02/2009 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, 
PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN SUBSIDI BAHAN BAKAR 

MINYAK  JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 03/PMK.02/2009 telah diatur tata cara 
penyediaan, penghitungan dan pembayaran subsidi 
Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis BBM Tertentu; 

  b. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) dan Perubahannya telah dianggarkan 
subsidi BBM Jenis BBM Tertentu, termasuk Bahan 
Bakar Nabati (BBN) yang dicampur dengan BBM 
Tertentu yang berasal dari minyak bumi yang 
bertujuan untuk meringankan beban masyarakat serta 
pemanfaatan BBN; 

  c. bahwa untuk melaksanakan dan memperlancar 
pembayaran subsidi BBN yang dicampur dengan                     
BBM Tertentu perlu menyempurnakan Peraturan 
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Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.02/2009 tentang 
Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran 
Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar 
Minyak Tertentu;  

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Perubahan Atas  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
03/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, 
Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar 
Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4920), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5041); 

  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5075); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2005 tentang 
Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar 
Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009; 

  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 

  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.02/2009 
tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan 
Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan 
Bakar Minyak Tertentu; 
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  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN NOMOR 03/PMK.02/2009 TENTANG 
TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, 
DAN PEMBAYARAN SUBSIDI BAHAN BAKAR 
MINYAK JENIS BAHAN BAKAR MINYAK 
TERTENTU. 

Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 03/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, 
Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar 
Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu diubah 
sebagai berikut : 

  1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

  Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang 
dimaksud dengan: 
1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang  

selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah 
bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari 
Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal 
dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang 
dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
sebagai Bahan Bakar Lain dengan  jenis,  standar  
dan  mutu  (spesifikasi), harga, volume, dan 
konsumen tertentu. 

2. Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar 
Lain yang selanjutnya disebut BBN adalah bahan 
bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan/atau 
dihasilkan dari bahan-bahan organik lain. 

  3. Harga Patokan adalah harga yang dihitung setiap 
bulan berdasarkan harga indeks pasar BBM 


